PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E5A
WALIKOTA MCJOKERTO

Menimbang . a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-

Mengingat

undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah
Kotamadya Kota Tingkat II Mojokerto Nomor
6 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir Ditepi
Jalan Umum perlu disesuaikan ;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf
a, maka dipandang perlu mengatur kembali
Retribusi Farkir Ditepi Jalan Umum dengan
menuangkannya dalam suatu Peraturan
Daerah.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 ten-
tang Pembentukan Kota Kota Kecil Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa
Tengah/ Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980
tentang Jalan {(Lembaran Negara Tahun 1980
Nomer 49, Tambahan Iembaran Negara
Nomor 3186) ;

3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 1961
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209} ;



10.

11.

12.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3478) ;

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Dacrah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara  Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Kota (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Kota (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18
Tahun 1997 tentang Pajak Kota dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya
Kota Tingkat 1I Mojokerto (Lembaran Negara
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3242) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8§
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara  Tahun 1983 Nomor 36,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 ten-
tang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan
Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Kepada Kota Tingkat | dan Tingkat II (Lem-baran
Negara  Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3410) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewe-



13.

14.

15.

17.

18.

19.

20.

21.

nangan Propinsi Sebagai Kota Otonom (Lem-
baran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139) ; '

Keputusan  Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang Teknik Penyusunan Peraturan Per-
undang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Peme-
rintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun
1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kota ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43
Tahun 1980 tentang Pedoman Pengelolaan Per-
parkiran D1 Kota ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23
Tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan
Pemerintah Kota ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung
Kegiatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk
Umum ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174
Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara
Pemungutan Retribusi Daerah ;

Peraturan Dacrah Kotamadya Kota Tingkat Ii
Mgjokerto Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kotamadya Kota Tingkat I Mojokerto.



MMenetapkan

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
KOTA MOJOKERTO

dan

WALIKOTA MOJOKERTO
MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TEN-
TANG RETRIBUSI FPARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud
dengan

a. Kota adalah Kota Mojokerto ;

b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota
Mojokerto ;

c. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;

d. DPejabat adalah Pegawai yang diberi tugas
tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan Kota
yang berlaku ;

e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang
meliputi  perseroan terbatas, perseroan
komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau Kota dengan nama dan
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,
firma, kongsi, koperasi, yayasan atau
crganisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk
badan usaha lainnya ;

f.  Kendaraan Bermotor adalah kendaraan
yang digerakkan oleh peralatan tehnik yang
berada pada kendaraan itu termasuk
kendaraan gandengan atau kereta tempelan
yang dirangkaikan dengan kendaraan ber-
motor;



U3

h.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu
kendaraan bermotor yang bersifat sementara ;

Parkir Berlangganan, adalah pembayaran atas
penggunaan tempat parkir di tepi jalan umum
yang ditetapkan sekaligus untuk 12 (dua belas)
bulan ;

Tempat Parkir adalah tempat yang berada di
tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan
oleh Walikota sebagai tempat parkir kendaraan
bermotor ;

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa
yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi
atau badan ;

Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum yang
selanjutnya dapat disebut retribusi adalah
pembayaran atas penggunaan tempat parkir di
tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota ;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
yang menurut peraturan perundang-undangan
retribusi diwajibkan untuk melakukan pemba-
yaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemo-
tong Retribusi ;

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang
selanjutnya dapat disingkat SPAORD, adalah
surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk
melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retri-
busi sebagai dasar penghitungan dan pem-
bayaran retribusi yang terutang menurut Per-
aturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selan-
jutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat kepu-
tusan yang menentukan besarnya jumlah retri-
busi yang terutang ;

Pemeriksaan adalah scrangkaian kegiatan untuk
mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan
atau keterangan lainnya dalam rangka pengawas-
an kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi
Daerah  berdasarkan Peraturan Perundang-

undangan Retribusi Daerah ;



p. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilaku-
kan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang
selanjutnya dapat disebut - Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBJSI

PPasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
dipungut retribusi pembayaran atas pelayanan penye-
diaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyechaan
tempat parkir di tepi jalan umum;

(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan oleh Walikota.
Pasal 4
Subyek Retribusi adalak orang pribadi atau badan
yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

[Pasal 5
Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan
sebagai Retribusi Jasa Umum.
BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan
frekuensi penggunaan tempat parkir secara rata-rata
setiap bulan.



BAD V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur

dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan
untuk mengendalikan permintaan dan pengguna-
an jasa pelayanan dalam rangka memperlancar
lalu lintas jalan dengan tetap memperhatikan
biaya penyelenggaraan pelayanan, kemampuan

masyarakat dan aspek keadilan ;

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meli-
puti biaya pengadaan marka, biaya pengadaan
rambu-rambu, biaya operasional, pemeliharaan,
administrasi dan biaya transportasi dalam rangka

pengawasan dan pengendalian.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan
jenis kendaraan yang di parkir di tepi jalan umum
sebagai berikut

a. Parkir Biasa :
No | Jenis Kendaraan Bermotor Tarif ,
(sekali parkir)J
1. | Bus, Truk, dan alat besar lainnya Rp. 1.000,00
2. | Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan | Rp. 500,00
sejenis ’
‘ 3, | Sepeda Motor Rp. 200,00
| 4. | Sepeda Rp. 100,00
b. Parkir Berlangganan :
No | Jenis Kendaraan Bermotor Tarif
L (12 bulan) |
1. | Bus, Truk, dan alat besar lainnya Rp. 25.000,00 ‘
2. |Sedan, Jeep, Mini Bus, Pick Up dan | Rp. 2500000
sejenis 5
3. | Sepeda Motor Rp. 15.000,00




BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9
Retribusi yang terutang  dipungut di Wilayah Kota
tempat pelayanan penyediaan parkir diberikan.
BAB VIII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10
Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
BAB IX
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 11
(1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPAORD ;

(2) SPAORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta
ditandatangani  cleh Wajib  Retribusi  atau
kuasanya ;

(3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan
penyampaian SPAORD  sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPAORD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi
terutang  dengan  menerbitkan SKRD  atau
dokumen lain yang dipersamakan ;

(2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota,



(1)

(2)

(3)

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13
Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan ;

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran retribusi yang terutang harus
dilunasi sekaligus dimuka dan untuk ber-
langganan kendaraan bermotor pada saat
pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor ;

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat

pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan
Walikota.

BADB XIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

Kepala Kota dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan retribusi ;
Pengurangan, keringanan dan pembebasan seba-
gaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dengan memperhatikan kemampuan Wajib
Retribusi ;

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembe-
basan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

Wajib Retribusi vang tidak melaksanakan kewa-
jibannya sehingga merugikan keuangan Kota
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam)
bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah retribusi terutang ;



(2)

Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1)
adalah pelanggaran.

BADB XV
PENYIDIKAN

Pasal 17

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di
Iingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang
khusus sebagai Penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
undang Nomor 8 Tahun 198] tentang Hukum
Acara Pidana ;

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan
meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi
Daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas ;

b. menelit], mencari  dan  mengumpulkan
keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah ;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan
dan dokumen-dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapat-
kan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukt tersebut ;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam
rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang Retribusi Daerah ;



h.

menyuruh  berhenti dan atau  melarang
seseorang meninggalkan ruangan atau tempat
pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang  dibawa  sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢ ;

memotret sesecrang yang berkaitan dengan
tindak pidana Retribusi Daerah ;

memanggil orang untuk didengar kete-
rangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi ;

menghentikan penyidikan ;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang Retribusi Daerah menurut hukum
yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan
menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-undang Nomor 8§ Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka
Peraturan Daerah Kctamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi
Parkir Ditepi Jalan Umum dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur
lebih lanjut oleh Walikota.



Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulat berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, meme-
rintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 6 Nopember 2003
WALIKOTA MOJOKFERTO
Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal 6 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO
Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKQO KARJATMI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2003 NOMOR. 4/C



IL

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA MOJCKERTO
NOMOR 13 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, dalam rangka
memantapkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas,
nyata, dan bertanggung jawab, maka untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan
Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah khususnya
yang berasal dari Retribusi Daerah, perlu ditetapkan Retribusi
Parkir Ditepi Jalan Umum dengan Peraturan Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 20 : Cukup jelas




